
tion in localgovemment willgive positive side for the running of governance.
Many aspects of good governance must be done to minimized local
governance's weaknesses in the era of regional autonomy. Explanation of
this a icle is stafted from the concept of Good governance ti the benefits
that are obtained when good governance can be implemented.

Kata-kata kunci: Good Governance, Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Gerakan reformasi nasionalyang tercetus pada sepuluh tahun yang silam (1998)
telah mendorong upaya-upaya untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan secara menyeluruh, salah satu diantaranya adalah perbaikan manajemen
administrasi publik. Masyarakat cukup tajam menyorot soaladministrasi publikterutama
yang berkaitan erat dengan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan tingkat
pengetahuan masyarakat yang semakin baik, serta didukung dengan era yang telah
berubah, sehingga muncul kesadaran dan tuntutan yang kuat kepada pemerintah untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Di samping itu isu demokratisasi dan
globalisasijuga memberikan andildalam mendorong pemerintah melakukan perubahan-
perubahan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance\.

Di tingkat daerah, gagasan good governance ini iuga menggaung cukup keras
yang ditandaidengan isu krusial seperti soal pelayanan publik yang dipandang menjadi
salah satu indikator dalam mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dalam
perumusan kebuakan, menjadituntutan yang tidak bisa diabaikan adalah, keterlibatan
stakeholders (pemeriniah, swasta, dan masyarakat) yang menjadi prasyarat dalam
penerapan good governance, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di daerah
menjadi lebih dinamis, demokratis, dan transparan.

Pertanyaan besaryang munculdi lndonesia saat ini, sebagai negara yang sedang
menjalani proses transisi menuju demokrasi, adalah hubungan sepertiapa yang kelak
akan dibangun antara warga negara dan pemerintah untuk menjamin tercapainya
penyelenggaraan pemerintahan yang baik? Jawabannya adalah, kita menginginkan
adanya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, yaitu yang menekankan
pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang peka terhadap
aspirasi masyarakat. Dalam pengertian, proses pengambilan keputusan yang bersifat
hirarkis (vertikal) berubah menjadi pengambilan keputusan yang lebih bersifat hori-
zontal dengan pelibatan seluruh stakeholders-

Berangkat dari pemikiran di atas, makalah ini akan mencoba untuk memolret
penerapan prinsip-prinsip good governance (local good governance) di Kabupaten
Sleman dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomidaerah. Sebagaimana kita maklumi

I Ane Permarasari adalah Dossn Jurusan llmu Pemerinlahan FISIPOL Unive6ilas Muhammadiyah Yogyakarta

ll5
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DASAR PEMIKIRAN OTONOMI DAERAH

MEMAHAMI GOOD GOVERNANCE
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predictability, dan tnnsparency (ADB,'1 998).
Selanjutnya UNDP membuat definisi yang lebih ekspansif, yaitu governance

meliputi pemerintah, sektor swasta, dan civ,7 society serta interaksi di antara ketiga
elemen tersebut (UNoP, Reconceptualising Govemance: Discussion Paper I'to.2:1997).
UNDP lebih iauh menyebutkan ciri-ciri good govemance adalah mengikutsertakan
semua, transparan dan bertanggungjawab, efektifdan adil, menjamin adanya supremasi
hukum, menjamin bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada
konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan golongan yang paling miskin
dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya
pembangunan.

Sebagai sebuah konsep baru, wajar apabila islilah govemance menimbulkan
berbagai penafsiran yang berbeda. Namun demikian ada beberapa dimensi penting
dati governance yang sejauh ini mencirikan apa yang disebut dengan governance
(Dwiyanto, 2OO4\. Peftama adalah dimensi kelembagaan- Governance dipahami
sebagaisebuah sistem administrasiyang melibatkan banyakpelaku (multistakeholders).
Kedua, dimensi nilai yang menjadi dasar dalam penggunaan kekuasaan. Efisiensi dan
efektivitas merupakan nilai lama yang ingin diwujudkan. Dalam governance,
penggunaan kekuasaan harus didasarkan pada nilai yang jauh lebih kompleks seperti
ellsiensi, efektivitas, keadilan sosial, kebebasan, demokrasi, kesetaraan, partisipatif
dan lainiain yang digunakan untuk menilai suatu praktik good govemance. Dimensi
ketiga dai. govemance adalah proses, yang men@ba menjelaskan bagaimana berbagai
unsurdan lembaga memberikan respon terhadap berbagai masalah publik yang muncul
di lingkungannya. Dalam governance terkandung semua sfakeho/ders dari kebijakan
publik yang dibuat untuk mencapai tujuan bersama (public purposes), baik lembaga
pemerintah maupun nonpemerintah.

Dengan demikian konsep govemance harus dipahami sebagai sebuah proses,
bukan strukturatau lembaga. Govemancejuga menunjukkan pemahaman yang inklusif,
dimana kalau govemment dilihat sebagai "mereka", maka govemance adalah "kiia".
Governance meleburkan perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah
(Sjaifudian,2002).

Govemance disinidiartikan sebagaimekanisme, praktek, dan tatja cara pemerintah
dan masyarakat mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik.
Pendek kata, good governance dapat tewujud apabila dua pihak saling mendukung
yaitu masyarakat yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama
dengan pemeriniah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibalkan.

lsu governance menjadi diskursus di lndonesia didorong oleh adanya dinamika
yang menuntut perubahan-perubahan di sisi pemerintah maupun di sisi masyarakat.
Ke depan, pemerintah dan para pemimpin politik di negara ini diharapkan menjadi
lebih demokratis, efisien dalam penggunaan sumber daya publik, efektif dalam
menialankan fungsi pelayanan publik, responsif serla mampu menyusun kebijakan,
program dan hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan sosial. Di sisi yang
lain, masyarakat juga diharapkan menjadi warga yang memiliki kesadaran akan hak
dan kewajibannya, bersedia berpartisipasiaktifdalam penyelenggaraan urusan publik,
memilikikemampuan untuk berurusan dengan institusi publik, serta tidak mementingkan
diri sendiri. Adanya perubahan di kedua sisi, pemerintah dan masyarakat, berarti ada
perubahan dalam pola govemance.

Selanjutnya good govemance ini cepatpopuler karena menjadi misi negara-negara
donor dalam memberikan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan. Good
govemance dikemas dalam paket bantuan dana pinjaman yang harus diterima dan
dijalankan, walaupun belum cukup dipahamioleh pemerintah maupun masyarakat. la
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pembangunan pun menjadi rendah.' 
Kee-mpat, kesetara'an. Pemerintahan di sini memberi penekanan pada aspek

keadilan ekonomi, di mana negara memberi peluang yang sama bagi setiap anggotia
masvarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pembangunan tidak sekedar
beo'rientasi pada pertumbJhan ekonomitang tinggi, melainkan pada pemerataan hasil-
hasil pemba

Kelima, ahan
terhadap as Yang
sensitif dan rpikir
jangka panj akan

ance memandu
yang jelas dan

demikian, warga
uan daerahnya.
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Kedelapan, adappenyelenggaraan batan
masyarakat luas. inergi
antara pemerinta bagai
fasilitator dan reg

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI DAERAH
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masyarakat untuk men di lingkungannya
sedangkan Pemda hany dana atau barang,
selebihnya masyarakat Sebagai contoh,
pemberian dana gotong royong kepada kelompok masyarakat untuk pengerasan
jalan lingkungan yang jumlahnya cukup banyak.
Penegakan hukum (Perda) belum optimal, sebagaicontoh ditandaioleh banyaknya
bangunan yang tidak/belum memiliki lMB, padahal IMB harus dimitiki oteh
masyarakatyang akan mendirikan bangunan. Penegakan Perda tentang pKLyang
terkait dengan larangan berjualan di troloar selalu dilakukan secara periodik
maupun eksidentil.

cara, seperti publikasi

i'A?'"?i,i'iH Jfi ii,i,f; i
sa. Hal ini kemudian

dijadikan kebijakan pemerintah pusat dimana semua perhitungan APBD
Kabupaten/Kota dan Propinsi harus diaudit oleh BPK.

Daya tanggap pemerintah terhadap dinamika masyarakat relatif baik. Kepekaan
para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat, tanpa kecuali.
Kepala Daerah sensitifdan responsif melihat peluang dan tantangan, serta memiliki
kemampuan berpikir jangka panjang.
Wawasan ke depan telah tertuang di dalam visi dan misi daerah. Secara kebetulan
Kepala Daerah saat ini adalah seorang yang visioner dan hal ini merembes ke
jajaran pimpinan birokrasi.
Akuntabilitas telah terlembagakan dalam bentuk formal adalah penyampaian
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati kepada DPRD, LPPD
kepada pemerintah pusat, Laporan Akuntabilitas Kinerja lnslansi Pemeriniah
(LAKIP) yang semuanya dilakukan selalu tepat waKu.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibuka
seluas-luasnya bagi masyarakat. Masyarakat dipersilakan menyampaikan
informasi dalam bentuk apapun kepada pemerintah daerah.
Efisiensidan efektivitas penyelenggaraan pemerintrahan dalam banyak halsudah
dilakukan, tetapi masih ada yang belum bisa dilakukan atau bahkan dalam hal
tertentu lnya, untuk asih
ditangan n, belum dili lnya
hal itu s a kecamata ensi
pelayanan publik. Sedangkan untuk pelayanan lzin Pemanfaatan Peruntukan
Tanah (IPPT) adalah satu hal yang tidak bisa dituntut sec€ra cepat seperti halnya
pelayanan SIM atau KTP, karena hal itu memerlukan perlakuan khusus terkait
pengendalian tata ruang-
Profesionali
Masyarakat
biaya yang
punguian-p
masyarakat lemah.

7.

9.

'10
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Problem-problem dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa depan
diyakini akan semakin kompleks. Seperti berkejaran dengan jaman, maka antisipasi
terhadap berbagai persoalan harus segera dipikirkan. Beberapa kondisi penting yang
mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi good governance dapat disebutkan
minimal sebagai berikut: (1) adanya perubahan pola pikir (mindset) birokrasi dari
pangreh praja (dilayani) menjadi pamong praja (melayani), (2) adanya kemampuan
dan kemauan birokrasi untuk melayani masyarakat secara profesional, (3) adanya
kemauan politik dari pimpinan daerah untuk melaksanakan good governance.

Sejalan dengan proses desentralisasi dalam rangka otonomi daerah yang belum
lama berjalan di fndonesia, good govemance menjadi pilihan wajib untuk dilaksanakan
oleh pemerintah. Dalam perkembangannya, berbagai kajian tentiang konsep good gov-
ernance pada akhimya lebih terfokus pada govemance di tingkat lokal (local good

ng partisipasi di tingkat lokal
inamika politik an pada adanya
stakeholders public hearing\,

monitoring kinerja pelayanan publik dan mengaitkan insentif karir pegawai negeri di
daerah dengan tingkat kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.

Mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan adalah bentuk inovasi
yang sangat esensial agar bangsa lndonesia dapat bertahan menghadapi krisis
sekaligus membangun kapasitas (capa city buildingl unlukmenghadapi globalisasi dan
mencegah dampak negatif dari desentralisasi. Melalui pendekatan partisipatif dan
inovatif akan dihasilkan altematif solusi yang akan mendorong capaian yang lebih
baik. Tanpa ini, akan sulit dicapai proses percepatan untuk memecahkan permasalahan.
Hal ini yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah-

Otonomi daerah sendiri menawarkan peluang munculnya inovasi dan kreativitas
dari pemerintah daerah maupun crvll soclely untuk menaiamkan fungsi masing-masing
dalam mewujudkan good govemance. Namun acapkali inisiatif untuk bertindak lokal
dihadapkan pada peraturan perundang-undangan yang secara struktural daerah harus
tunduk pada pusat atau pemerintah yang lebih atas. Sebagai gambaran, sejak
diberlakukannya UU Otonomi Daerah Nomor 22 fahun 1999, Depdagri sudah
membatalkan 537 buah Peraturan Daerah (Perda). Alasannya, selain bertenbngan dengan
peraturan atau UU di atasnya, Perda-perda tersebut dinilai menghambat perbaikan iklim
investasi yang diperlukan untuk memperbaiki perekonomian negeri ini. Saat ini, terdapat
393 Perdatentang pajakdan retribusiyang sedang diproses pembatalannya oleh Depdagri.
lni baru Perda tentang pajak dan retribusi, belum yang lain.

Banyaknya Perda yang dianulir Depdagri tersebut dinilai pakar politik dan otonomi
daerah UGM, Dr. Purwo Santoso, bukan karena kesalahan pemerintah daerah yang
menyusunnya, tetapi karena aturan pemerintah pusatlah yang simpang siur dan tidak
konsisten, sehingga menyebabkan peraturan daerah bertentangan dengan peraturan
di atasnya. Hal ini merupakan kemandekan desentralisasi dalam otonomi daerah
(kompas.com/Fokus/01 April 2006) .

Bukan hanya Perda yang menyimpang, UU juga sering tidak sinkron dengan UU
lainnya, seperti UU Otonomi Daerah dengan UU Kehutanan yang diusulkan bersamaan
ke DPR tahun 1999. Dalam UU Otonomi Daerah Nomor 2211999 disebutkan sumber
daya kehutanan merupakan bagian dari kewenangan daerah, tetapi dalam UU
Kehutanan merupakan kewenangan pusat. Hal ini menandakan semangat
desentralisasitidak kompak antarinsiansi. Oepdagri mengeluarkan UU untuk memberi
otonomi daerah, tetapi departemen lain diam-diam menarik kewenangan ke pusat
dengan mengeluarkan UU sektoral.
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PENUTUP

beberapa syarat yang muaranya pada adanya kemauan.
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